DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
Jalan Basuki Rahmat No. 1 Kota I(upang Telp/ Fax. (0380) 833213, 821827

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : DPMPTSP.421.5/33/PTSP/XIl/2020
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 AMFOANG SELATAN
DI KABUPATEN KUPANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
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6. Peraturan Pemer[ntah ‘Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar
(LembaranNegara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang
Badan Akreditasi Sakalah:
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9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang
Badan Akreditasi Sekolah;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman
Pendirian Sekolah;

1" Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 91 Tahun 2019 Tanggal 15
November 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubemur kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non

Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Amfoang Selatan Nomor :
' 422/SMKN 1.AS/083/XI11/2020 tanggal 12 Desember 2020 tentang Permmohonan

Pembahuruan (jin Operasional SMK Negeri 1 Amfoang Selatan;

2, Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara
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Tembusan :
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repubm;! dnpesla di Jaka W
Gubemur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebyﬂal lapo,;an)“ W‘k
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (se Wran)
Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang {sebagai laporan);

Bupati Kupang di Oelarnasi;

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
7. Direktur Pembinaan SMK Kementerlan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;

8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kupang di Osiamasi;

10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang di Oelamasi;

11. Koordinator Pengawas Penawas SMA/SMK dan SLB Kabupaten Kupang di Oelamasi.
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